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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

A. Akuntan Publik 

Menurut UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik “Akuntan Publik 

adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” 

       Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 tentang 

Jasa Akuntan Publik: 

“Akuntan adalah seseorang yang berhak menyandang gelar atau sebutan 

akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntan 

Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk 

memberikan jasa.” 

       Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 43/KMK.017/1997 

Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari menteri keuangan 

untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik. Menurut Arens, Elder, dan 

Beasley (2012:38) pengertian Akuntan Publik adalah sebagai berikut: 

“CPA : a person who has met state regulatory requirements, including 

passing the Uniform CPA Examination, and has thus been certified; a CPA 

may have as his or her primary responsibility the performance of the audit 

function on published historical financial statements of commercial and non-

commercial financial entities.” 

        Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:2) Akuntan Publik 

yang profesional adalah akuntan publik yang menjunjung tinggi integritas, 
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objektivitas dan independensi. Independensi artinya menjalankan tugas 

Kantor Akuntan Publik harus selalu mempertahankan sikap mental 

independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam 

SPAP yang dikeluarkan oleh IAI. 

       Agoes (2012:14) menyatakan bahwa Untuk bisa memperoleh izin praktik 

sebagai Akuntan Publik, seorang akuntan harus memenuhi beberapa syarat 

yang ditentukan Departemen Keuangan, antara lain : berpengalaman di KAP 

minimal 3 tahun setara 4000 jam, mempunyai beberapa orang staf, 

mempunyai kantor yang cukup representatif dan lain-lain. Mulai awal tahun 

1998, untuk memperoleh izin praktik, terlebih dahulu harus lulus Ujian 

Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), yang diselenggarakan atas kerjasama IAI 

dan Departemen Keuangan. Saat ini USAP sudah diganti dengan ujian CPA 

yang boleh diikuti oleh mereka yang sudah bergelar akuntan. 

       Tiga persyaratan dasar yang harus dipenuhi dalam rangka menjadi 

Akuntan Publik, yaitu: persyaratan pendidikan, persyaratan mengikuti Ujian 

Sertifikasi Akuntan Publik, dan persyaratan pengalaman. Persyaratan 

pendidikan maksudnya adalah seseorang wajib mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk) untuk menjadi Akuntan Beregister Negara dan mengikuti 

USAP. Ujian Sertifikasi Akuntan Publik memiliki empat bagian, yaitu 

mengenai auditing dan atestasi, akuntansi keuangan dan pelaporan, regulasi, 

serta lingkungan bisnis dan konsepnya.  
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       PSA No.01 Seksi 150 (IAPI:2011) menyatakan Standar Jasa Akuntansi 

dan Review dan Standar Jasa Konsultasi. Standar Jasa Akuntansi dan Review 

memberikan rerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa Akuntan Publik 

yang mencakup jasa akuntansi dan  review. Sifat pekerjaan non-atestasi tidak 

menyatakan pendapat, hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan 

keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Tujuan audit 

adalah untuk memberikan dasar memadai untuk menyatakan suatu pendapat 

mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangan dalam pekerjaan 

non-astestasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pendapat akuntan. 

Sedangkan Standar Jasa Konsultansi merupakan paduan bagi praktisi 

(Akuntan Publik) yang memberikan jasa konsultasi bagi kliennya melalui 

Kantor Akuntan Publik. Dalam jasa konsultansi, para praktisi menyajikan 

temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa 

konsultansi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. 

Umumnya, pekerjaan jasa konsultansi dilakukan untuk kepentingan klien. 

       Jasa Akuntansi yang diatur dalam PSA No.1 (IAPI:2011) Seksi 150 

antara lain : 

1. Kompilasi laporan keuangan : Penyajian informasi-informasi yang 

merupakan pernyataan manajemen (pemilik) dalam bentuk laporan 

keuangan. 

2. Review atas laporan keuangan : Pelaksanaan prosedur permintaan 

keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan 
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untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi 

material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan 

keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di 

Indonesia. 

3. Laporan keuangan komparatif : penyajian informasi dalam bentuk laporan 

keuangan dua (2) periode atau lebih yang disajikan dalam bentuk 

berkolom. 

       Jasa Konsultasi yang diatur dalam PSA No.1 Seksi 150 dapat berupa : 

1. Konsultasi (consultation) : memberikan konsultasi atau saran profesional 

(professional advice) berdasarkan pada kesepakatan bersama dengan klien. 

2. Jasa pemberian saran profesional (advisory services) : mengembangkan 

temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan 

diputuskan oleh klien. 

3. Jasa Implementasi : mewujudkan rencana kegiatan menjadi nyata. Sumber 

daya dan personel klien digabung dengan sumber daya dan personel 

praktisi (Akuntan Publik) untuk mencapai tujuan implementasi. 

4. Jasa Transaksi : menyediakan jasa yang berhubungan dengan beberapa 

transaksi khusus klien yang umumnya dengan pihak ketiga. 

5. Jasa Penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya : menyediakan staf yang 

memadai (dalam hal kompetensi dan jumlah) dan kemungkinan jasa 

pendukung lain untuk melaksanakan tugas yang ditentukan oleh klien. 
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6. Jasa Produk : menyediakan bagi klien suatu produk atau jasa profesional 

sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan produk 

tertentu. 

       Dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai profesional, Akuntan 

publik wajib memiliki Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai suatu wadah. 

Diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan nomor 470/KMK.017/1999; pasal 

9 yang menyatakan : 

1. Untuk menjalankan pekerjaan Akuntan Publik wajib mempunyai Kantor    

Akuntan Publik (KAP). 

2. Apabila dalam waktu paling lambat satu (1) tahun setelah izin sebagai 

Akuntan Publik diterbitkan ternyata Akuntan Publik tidak mengindahkan 

ketentuan untuk memiliki Kantor Akuntan Publik (KAP). Izin Akuntan 

Publiknya dicabut. 

       Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan 

Publik "Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah 

badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini." 

       Berikut ini adalah gambaran jenjang karir Akuntan Publik (Mulyadi 

(2002) dalam Absara (2011) : 
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1. Auditor Junior, bertugas untuk melaksanakan prosedur audit secara rinci, 

membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang 

telah dilaksanakan. 

2. Auditor Senior, bertugas untuk melaksanakan audit dan bertanggung jawab 

untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, 

mengarahkan dan me-review pekerjaan Auditor Junior. 

3. Manager, merupakan pengawas audit yang bertugas membantu auditor 

senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit : me-review 

kertas kerja, laporan audit dan management letter. 

4. Partner, bertanggung jawab atas hubungan dengan klien dan bertanggung 

jawab secara keseleruhan mengenai auditing. 

       Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, Akuntan Publik dapat 

diartikan sebagai seseorang yang terhimpun dalam Kantor Akuntan Publik 

(KAP) dan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Akuntan Publik, 

termasuk lulus dalam Ujian Sertifikasi Akuntan Publik serta telah 

memperoleh izin untuk memberikan jasa dibidang akuntansi khususnya 

bidang penilaian. Seorang Akuntan Publik mempunyai tanggung jawab utama 

dalam melakukan fungsi audit atas laporan keuangan historis sebuah entitas 

komersial maupun non komersial dan memberikan penilaian kewajaran atas 

suatu laporan keuangan tersebut. 
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B. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) 

Sebelum mengikuti USAP (Ujian Sertifikasi Akuntan Publik) siapapun 

yang berminat untuk menjadi Akuntan Publik wajib mengikuti PPAk. 

Kholis (2002:2) mengatakan bahwa lahirnya Pendidikan Profesi Akuntansi 

dalam perspektif sejarah profesi dan pendidikan akuntansi di Indonesia 

dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu kebutuhan dan pemahaman 

masyarakat akan profesi akuntan, peranan sentral IAI sebagai wadah 

organisasi akuntan dan peranan pemerintah dalam mengembangkan 

pendidikan dan profesi akuntan. Selain itu, sesuai dengan situasi dan 

kondisi globalisasi dewasa ini, kehadiran Pendidikan Profesi Akuntansi 

sangat dibutuhkan bagi pengembangan jumlah Akuntan Publik di 

Indonesia. 

 Pendidikan Profesi Akuntansi ini dimaksudkan untuk menghasilkan 

akuntan profesional yang jumlahnya cukup memprihatinkan dengan 

standardisasi kualitas akuntan di Indonesia. Kurikulum dan silabus PPAk 

sudah didesain untuk memenuhi persyaratan dalam menjadi akuntan 

profesional yang ditentukan oleh International Financial Accounting 

Committee (IFAC). 

 Dasar hukum dari pelaksanaan PPAk yaitu Naskah Kerja Sama IAI 

dan Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) serta SK Mendiknas nomor 

179/U/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi. 

Dalam Pasal 1 pada SK Mendiknas nomor 179/U/2001 tentang 
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Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi, Pendidikan Profesi 

Akuntansi didefinisikan sebagai pendidikan tambahan pada pendidikan 

tinggi setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program studi 

akuntansi. Sekar (2014:10) mengatakan bahwa PPAk menyiapkan 

matrikulasi perkuliahan bagi peserta PPAk untuk mahasiswa non-

ekonomi, tentu silabusnya lebih banyak dibanding mahasiswa dari 

akuntansi atau ekonomi. 

  Berdirinya PPAk di perguruan tinggi harus disosialisasi kepada 

mahasiswa S1 akuntansi dengan memberikan pemahaman akan 

pentingnya pendidikan profesi sebagai langkah awal untuk menjadi 

Akuntan Publik. 

 Lulusan Pendidikan Profesi Akuntansi pastinya mempunyai nilai 

lebih pada kualitas diri bila dibandingkan mereka yang tidak mengikuti 

PPAk ini. Setelah mengikuti PPAk, akuntan berhak mendapatkan nomor 

Register Negara dan boleh mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik 

(USAP). Setelah lulus dari USAP, akuntan akan mendapatkan izin praktik 

sebagai Akuntan Publik. 

       Dalam perkembangan menuju AFTA (Asean Free Trade Area) PPAk 

juga ditujukan untuk menjadikan Akuntan Indonesia menjadi tuan di 

playing field sendiri. Selain untuk menjadi Akuntan Publik, lulusan PPAk 

dapat mengikuti ujian CA (Chartered Accountant). Lulusan CA berhak 

untuk membuka KJA (Kantor Jasa Akuntansi). 
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      Suparto (2014:8) selaku Kepala Bidang Pembinaan Akuntan Publik 

menyatakan PMK 25 Tahun 2014 tentang Akuntan Beregister Negara 

menyatakan KJA akan melayani publik terkait jasa-jasa akuntansi non 

assurans. Dalam PMK ini juga diatur kewajiban Akuntan Beregister 

Negara untuk mendaftar ulang dalam jangka waktu tiga tahun setelah 

PMK ini terbit. Bila tidak register negaranya akan hangus. 

 

C. Minat  Mahasiswa Akuntansi menjadi Akuntan Publik 

Definisi minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:934) yaitu 

“Kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, 

keinginan.”Syah (2012:152) mengemukakan “Secara sederhana, minat 

(interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 

yang besar terhadap sesuatu.” Sedangkan menurut Ahmadi (2009:148) 

“Minat adalah sikap jiwa orang seorang termasuk ketiga fungsi jiwanya 

(kognisi, konasi, dan emosi), yang tertuju pada sesuatu, dan dalam 

hubungan itu unsur perasaan yang terkuat. 

       Dalam memilih karir yang dijalaninya, Mahasiswa Akuntansi 

memiliki berbagai macam pertimbangan untuk memilih karir apa yang 

akan dijalaninya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari 

penghargaan finansial, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan 

kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas (Rahayu et al (2003) 

dalam Absara (2011). Menurut Holland (1995) dalam Friendland (1996) 
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dalam Deasy (2002) dalam Absara (2011) Pilihan karir mahasiswa 

dipengaruhi oleh stereotype yang mereka bentuk tentang berbagai macam 

karir.  

 Menurut Jahja (2011:63), minat memiliki sifat dan karakter khusus, 

sebagai berikut : 

a. Minat bersifat pribadi (individual), ada perbedaan antara minat 

seseorang dan orang lain 

b. Minat menimbulkan efek diskriminatif 

c. Erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi, dan dipengaruhi 

motivasi 

d. Minat merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan lahir dan 

dapat berubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mode 

Menurut Jahja (2011:64), terdapat faktor-faktor yang meliputi minat yaitu: 

a. Kebutuhan fisik, sosial, dan egoistis 

b. Pengalaman 

       Dalam Pemilihan karir di dalam dunia kerja terdapat beberapa profesi 

yang dapat dipilih oleh sarjana akuntansi misalnya profesi Akuntan Publik, 

Akuntan Manajemen, Internal Auditor, Tax Specialist (Konsultan Pajak), 

Akuntan Pemerintah, Akuntan Pendidik dan profesi  Akuntan lainnya. 

Profesi Akuntan Publik merupakan pihak yang menjembatani hubungan 

antara pihak manajemen dan pemilik atau pihak manajemen yang 

mengelola suatu unit usaha (Jensen, Meekling (1976) dalam Absara 
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(2011). Menurut Baridwan (2002) dalam Absara (2011) Kegiatan utama 

Akuntan Publik adalah pada kegiatan yang bertujuan untuk memberikan 

pendapat kewajaran terhadap laporan keuangan yang dibuat pihak 

manajemen dan dapat dipertanggungjawabkan oleh manajemen. Pendapat 

tersebut berguna bagi pihak-pihak yang terkait dengan laporan keuangan, 

yaitu pihak perusahaan (manajemen) maupun pihak diluar perusahaan 

(investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat). 

       Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Minat dapat didefinisikan 

sebagai sumber motivasi yang dapat mendorong seseorang untuk 

melakukan hal yang disukainya jika mereka bebas memilih. Minat 

Mahasiswa Akuntansi menjadi Akuntan Publik dapat diartikan sebagai 

keinginan atau kesukaan terhadap profesi Akuntan Publik. Mahasiswa 

Akuntansi tertarik apabila mereka melihat sesuatu yang menguntungkan 

bagi mereka dan membuat mereka senang. Dengan adanya konfergensi 

IFRS (International Financial Reporting Standarts) 2012 dan AFTA 

(Asean Free Trade Area) 2015 kesempatan untuk memilih karir sebagai 

Akuntan Publik semakin besar, karena Akuntan Publik tidak hanya dapat 

bekerja di Indonesia. Akuntan dapat berkarir di daerah Asean maupun 

mancanegara. 
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D. Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik 

Standar auditing (IAPI (2011:150.1) dalam Agoes (2012) menyatakan tiga 

kelompok besar standar yaitu : 

1. Standar Umum 

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor 

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan 

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup 

pengujian yang akan dilakukan. 

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diaudit. 
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3. Standar Pelaporan 

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, 

ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan 

standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara 

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan, 

Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka 

laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat 

pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat 

tanggungjawab yang dipikil oleh auditor. 

       Risiko dalam audit (Agoes: 2012) terdiri atas risiko yang meliputi 

resiko bawaan (inherent risk), risiko pengendalian (control risk), dan 

resiko deteksi (detection risk). Risiko bawaan adalah kerentanan suatu 

saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, 
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dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Sebagai 

contoh : Uang tunai lebih mudah dicuri daripada sediaan batu bara, 

Perkembangan teknologi yang menyebabkan produk tertentu usang dan 

mengakibatkan sediaan dilaporkan lebih besar. Risiko pengendalian adalah 

risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu arsesi 

tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian 

intern. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi 

salah saji material yang terdapat dalau suatu asersi. 

        Akuntan Publik diwajibkan untuk selalu meningkatkan kompetensi 

dan profesionalismenya dengan tujuan agar kualitas jasa yang diberikan 

baik. Namun Akuntan Publik tetap tidak luput dari kesalahan, baik yang 

disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, dibutuhkan undang-

undang yang dapat melindungi profesi Akuntan Publik dan kepentingan 

pemakai jasa Akuntan Publik tersebut. Di Indonesia, banyak Undang-

Undang yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik, namun tidak 

mengatur secara mendasar dan menyeluruh. 

  Untuk menjawab keresahan Akuntan Publik dan masyarakat pemakai 

jasa akuntan, pada 3 Mei 2011, disahkan UU No. 5 tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik. UU ini menimbang bahwa jasa Akuntan Publik 

merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi 

dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi, Akuntan Publik 

memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang 
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sehat dan efisien serta meningfkatkan transparansi dan mutu informasi 

dalam bidang keuangan. 

 UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur antara lain : 

1) Lingkup jasa akuntan publik 

2) Perizinan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 

3) Hak, kewajiban, dan larangan bagi akuntan publik dan KAP 

4) Kerja sama antar Kantor Akuntan Publik atau Organisasi Audit 

Indonesia (OAI) dan kerja sama antar KAP dan Kantor Akuntan 

Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA) 

5) Asosiasi Profesi Akuntan Publik 

6) Komite Profesi Akuntan Publik 

7) Pembinaan dan pengawasan oleh menteri 

8) Sanksi administrasi 

9) Ketentuan pidana 

10) Ketentuan umum yang berisi definisi berbagai istilah yang digunakan 

 

E. Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik 

 Berisi mengenai syarat-syarat mendapatkan izin menjadi Akuntan 

Publik sesuai dengan pasal 6, yaitu: 

1) Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah 

2) Berpengalaman praktik memberikan jasa 

3) Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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4) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

5) Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin 

Akuntan Publik 

6) Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih 

7) Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan 

oleh Menteri 

8) Tidak berada dalam pengampunan 

 

       Ujian profesi Akuntan Publik diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan 

Publik indonesia (IAPI) yang disebut Ujian Sertifikasi Akuntan Publik 

(USAP) dengan biaya pendaftaran Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan 

biaya ujian Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Ujian sertifikasi dapat 

dilakukan di seluruh testing center yang menyelenggarakan CPA of 

Indonesia Exam (www.iapi.or.id). 

       Berpengalaman praktik memberikan jasa yang dimaksud IAPI adalah 

mempunyai pengalaman kerja yang dapat diverifikasi minimal 3 tahun 

didalam bidang auditing, akuntansi dan pelaporan keuangan atau 

mempunyai pengalaman mengajar di perguruan tinggi minimal 4 tahun 

dalam bidang auditing atau akuntansi keuangan. Dan sanggup mematuhi; 

Kode etik profesi IAPI, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) bagi 

yang berpraktek sebagai atau bekerja di KAP, Pendidikan Profesional 
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berkelanjutan (PPL) yang ditetapkan oleh IAPI, Anggaran Dasar, 

Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Ketentuan IAPI 

lainnya(www.iapi.or.id). 

       Menurut Satya (2011) Pasal 6 ayat 1 UU No.5 Tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik Memiliki pengaruh negatif terhadap penilaian mahasiswa 

Akuntansi karena :  

1) Dapat mengurangi standar profesionalisme, dimana dapat dipertanyakan  

kredibilitas dan validitas sebagai akuntan publik.  

2) Profesi akuntan publik tidak dapat ditempuh dengan tanpa adanya 

pendidikan dan pelatihan yang memadai terlebih dahulu yaitu 

mendapatkan nomor register negara.  

3) Tidak ada pembatasan yang jelas sebagai profesi akuntan. 

       Persyaratan Akuntan Publik merupakan serangkaian ketentuan berupa 

syarat yang harus ditaati orang untuk menjadi Akuntan Publik.Persyaratan 

Akuntan Publik menurut UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik 

terdapat pada pasal 6. 

Hipotesis alternatif terkait persyaratan Akuntan Publik dan minat 

mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik yaitu: 

 Ha1 :Persyaratan Akuntan Publik berdampak positif terhadap minat 

mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik 
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F. Pasal 25 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.  

 Berisi mengenai kewajiban Akuntan Publik, yaitu : 

1) Berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan 

oleh Menteri 

2) Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagi 

Akuntan Publik yang menjadi pemimpin KAP atau pemimpin cabang 

KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAP 

dimaksud 

3) Mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 

(seratus delapan puluh) hari sejak izin Akuntan Publik yang 

bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu 

KAP 

4) Melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menjadi Rekan pada KAP; 

mengundurkan diri dari KAP; atau merangkap jabatan yang tidak 

dilarang dalam Undang-Undang ini 

5) Menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan 

6) Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas 

yang tinggi 

 Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib 

1) Melalui KAP 
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2) Mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang 

diberikan 

3) Membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja 

tersebut 

        Kewajiban Akuntan Publik merupakan hal-hal yang wajib dilakukan 

oleh seorang Akuntan Publik sesuai dengan kode etik profesi serta 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kewajiban Akuntan Publik 

menurut UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik terdapat pada pasal 

25. 

Hipotesis alternatif terkait kewajiban Akuntan Publik dan minat 

mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik yaitu: 

 Ha2: Kewajiban Akuntan Publik berdampak positif terhadap minat 

mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik 

 

G. Pasal 53 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik 

Menurut Satya (2011) korelasi antara sebelum dan sesudah adanya pasal 

60 Undang-Undang Akuntan Publik adalah signifikan dan sangat kuat. 

Artinya terdapat perbedaan minat mahasiswa untuk memilih profesi 

Akuntan Publik sebelum dan sesudah adanya UU Akuntan Publik. 

 Berisi mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada 

Akuntan Publik, yaitu berupa : 
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1) Rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu 

2) Peringatan tertulis 

3) Pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu 

4) Pembatasan pemberian jasa tertentu 

5) Pembekuan izin 

6) Pencabutan izin; dan/atau 

7) Denda 

 

H. Pasal 55 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik 

 Akuntan Publik yang: 

1) melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau 

memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan 

2) dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau 

menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat 

kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sehingga tidak 

dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan 

oleh pihak yang berwenangdipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
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I. Pasal 56 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik 

Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

 

J. Pasal 57 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik 

Setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan 

dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau 

memperpanjang izin Akuntan Publik, dan/atau untuk mendapatkan izin 

usaha KAP atau izin pendirian cabang KAP dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

 Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi 

Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 

K. Pasal 58 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik 

Kadaluarsa tuntuntan atau gugatan. Akuntan Publik yang melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dibebaskan dari tuntutan 
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pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah lewat dari 5 (lima) tahun 

terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa. 

       Akuntan Publik dibebaskan dari gugatan terkait dengan pemberian 

jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) apabila 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang dilakukan telah 

lewat dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian 

jasa. 

       Sanksi-sanksi Akuntan Publik berupa sanksi administratif dan sanksi 

pidana yang akan dikenakan kepada Akuntan Publik bila melanggar 

ketentuan tertentu. Sanksi ini ditetapkan untuk mencegah kesalahan terjadi, 

mencegah kesalahan yang ada terulang lagi, serta demi melindungi 

kepentingan publik dan Akuntan Publik itu sendiri.Sanksi-sanksi Akuntan 

Publik menurut UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik terdapat pada 

pasal 53-58. 

Hipotesis alternatif terkait sanksi-sanksi Akuntan Publik dan minat 

mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik yaitu: 

  Ha3: Sanksi Akuntan Publik berdampak positif terhadap minat 

mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik 

        Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik 

disahkan pada tanggal 3 Mei 2011 dan mulai berlaku umum di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia mulai pada tahun 2012. Hipotesis alternatif 

terkait Syarat menjadi Akuntan Publik, Kewajiban menjadi Akuntan Publik, 
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Sanksi-sanksi menjadi Akuntan Publik dan Minat mahasiswa Akuntansi 

untuk menjadi Akuntan Publik yaitu : 

  Ha4: Persyaratan, kewajiban, dan sanksi Akuntan Publik berdampak 

positif terhadap  minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan 

Publik 

 

L. Model Penelitian 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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